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Islam merupakan komponen terpenting untuk membentuk dan mewarnai corak
hidup masyarakat. Dalam Islam semua aspek kehidupan manusia telah tertulis
didalamnya tergantung bagaimana manusia itu bisa mempergunakannya. Selain itu,
Islam juga sangat menjunjung tinggi akan pentingnya ilmu pendidikan. Pendidikan
merupakan jalan yang baik bagi manusia untuk merubah pola pikir suatu ummat,
tentunya pendidikan yang tidak terlepas dari unsur keagamaan. Pendidikan Islam
dikenal sejak zaman Nabi sampai sekarang. Di Indonesia pendidikan Islam ada sejak
Islam datang ke Indonesia, pendidikan ini memiliki sistem serongan/perorangan
seperti salah satunya Pondok Pesantren.
Pondok Pesantren merupakan budaya yang sangat kuat dalam kehidupan
masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Islam. Karena secara historis
Pondok Pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, terutama dalam
kedudukanya sebagai Lembaga Pendidikan Agama yang berfungsi sebagai wahana
sosialisasi nilai-nilai ajaran Agama Islam, tatapi juga dalam makna keaslian Indonesia
yakni sebagai lembaga sosial yang memiliki subkultural dalam arti memiliki segala
yang unik dan terpisah dari dunia luar.
Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan agama yang ada di
Provinsi Riau baik diwilayah Perdesaan, Pinggiran Kota, maupun Perkotaan, dimana
Pondok Pesantren lahir ditengah-tengah masyarakat. Setiap Pondok Pesantren
memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan zaman,
sehingga pada masa repormasi ini, pesantren telah berkembang sedemikian rupa. Ada
pesantren yang tetap mempertahankan bentuk pesantren yang semula yang disebut
dengan Pesantren Salafi, dan ada yang mengadopsi perubahan sosial sesuai dengan
retorika masyarakat dan perkembangan teknologi modern, pesantren yang demikian
disebut dengan Pesantren Khalafi.
Sehingga pada tahun 2013 telah tercatat oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis)
Pondok Pesantren Salafi 32 dan Pondok Pesantren Khalafi 156 dengan santri
sebanyak 37.479 di Provinsi Riau.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan salah satu
organisasi yang besar, yang mana aparatur dilengkapi dengan perangkat-perangkat
pelaksana yang memiliki bentuk pola berskala atau berjenjang, mulai dari tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan, kondisi strukstur
lembaga pemerintahan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan roda pemerintahan
dan proses pembangunan secara baik, terpadu, seleras dan seimbang guna mencapai
hasil yang efektif dan efisien.
Salah satu tugas Pemerintahan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Riau adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di Bidang Agama dan Keagamaan
di Propinsi Riau. tugas pokok ini adalah salah satunya yang dilaksanakan oleh Bidang
Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis). Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau yang berada di bawah Pemerintahan Agama RI.
Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), memunyai Pelaksanaan
Kegiatan Program Kerja pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
sesuai Tupoksi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 yakni,
dalam melaksanakan Pelayanaan Umum dan Bimbingan di Bidang Pendidikan
Agama dan Keagamaan Islam.
Salah satu bentuk Pendidikan Agama adalah Pendidikan Pondok Pesantren
yang di jalankan oleh Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis),
yang dilaksanakan oleh Kasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
(Pakis) yaitu Pondok Pesantren. Pondok Pesantren merupakan unsur terpenting dari
fungsi manajemen dakwah, yang baru akan memiliki arti bila dapat dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata, seperti Memberikan Pelayanan dan Pembinaan
pada Pondok Pesantren, Penyelenggaraan Program Paket A, B dan C, Pembinaan
Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas 9 Tahun, dan lain sebagainya. Selain
memberikan mutu Pendidikan yang baik pada Pendidikan Pondok Pesantren juga
memberikan penerapan untuk menunjang Skill pada para santri-santri seperti MQK,
Pramuka Santri, Olahraga, Seni dan lain sebagainya.
Pendidikan Agama yang dilakukan oleh Pondok Pesantren adalah pendidikan
yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik, untuk menyampaikan Misi
Keagamaan maupun Misi Pembangunan. Peran Pondok Pesatren dalam membangun
adalah sebagai pelopor dan motifator. Melihat pendidikan pondok pesantren
memberikan peningkatan dari pendidikan agama maka harus meningkatkan kualitas-
kualitas pondok pesantren tersebut agar lahirnya santri-santri yang bermutu dan
berkualitas. Intensitas dan frekuensinya dengan pengawasan sehingga pondok
pesantren mampu beradaptasi dengan tantangan baru akibat perkembangan masa ke
masa dan perkembangan masyarakat yang sangat diamis. Dengan hal ini diharapka
proses pengawasan terhadap pendidikan pondok pesantren berjalan secara efektif dan
intensif. (Masyahud dan Khusnurdilo 2004 : 11-12).
Pengawasan adalah salah satu fungsi dari proses meanajemen yang merupakan
pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-
tujuan dan rencana kelembagaan dapat terlaksana dengan baik. (Zasril M. Ali, 2008:
75). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewangan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
Bahkan, melelui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan
penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan yang
dilakukan oleh Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) dan sejauh
mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dengan
demikian, pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan
dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika berjalan dengan
mestinya, maka pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang
sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. (Ernie dan
Kurniawan, 2005: 317).
Pengawasan merupakan kegiatan yang di selenggarakan dalam suatu
kelembagaan didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa
perlu ada mempersoalkan tingkat manajerial cara rencana tersebut disusun dan
diterapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam
operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang
berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti kata bukan hanya sesuatu dengan
rencana, akan terapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi
mungkin. (Siagian, 2003 : 258).
Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa pengawasan ini penting dalam suatu
instansi pemerintahan maupun suwasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pakis menyelenggarakan fungsi yang salah satunya
pondok pesantren. Dari ini dapat dilihat bahwa bidang Pakis dalam menunjang
keberasilan pencapaian tujuan juga harus memiliki pengawasan.
Adapun funngsi pengawasan yang dilakukan Pakis dalam bidang pondok
pesatren adalah sebagai alat untuk :
1. Mendapatkan data dan informasi dari pondok pesantren tersebut
2. Mengetahui sumber kesulitan yang di hadapi pondok pesantren tersebut
3. Mengetahui kelemahan atau kekuatan yang di miliki oleh pondok pesantren baik
dari segi pengajarnya mau pun santrinya
4. Mengamankan suatu kegiatan baik itu pendidikan, pemberian bimbingan,
mengarahkan agar pendidikan dan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dari adanya fungsi pengawasan tersebut diharapkan sarana pondok pesantren
tercapai, serana yang ingin di capai adalah menciptakan santri-santri yang berkualitas
baik di Bidang Agama maupun di Bidang Umum.
Tetapi dilihat situasi, kondisi, dan perkembangan dunia modern di Era
Globalisasi sekarang ini menuntut aparatur Pemerintahan Kementerian Agama
sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama untuk mampu melayani
masyarakat dan pondok-pondok pesantren sebaik mungkin.
Oleh karena itu Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) harus
ditingkatkan sistem pengawasan guna mengetahui sejauh mana pondok pesantren
dalam melaksanakan tugasnya dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi,
sehingga dapat mencegah dan memperbaiki apa-apa saja yang dihadapi oleh pondok
pesantren untuk kedepannya.
Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam suatu
karya ilmiyah dengan judul “ Sistem Pengawasan Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada
Pondok Pesantren di Provinsi Riau “
B. Alasan pemilihan judul
Penelitian tentang sistem Pengawasan Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok
Pesantren di Provinsi Riau memiliki beberapa alasan :
1. Judul ini mempunyai kegunaan praktis dan penting untuk diteliti serta
sepengatahuan penulis judul ini belum pernah diteliti sebelumnyua khusus
mengenai sistem Pengawasan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di
Provinsi Riau.
2. Judul ini menarik untuk diteliti sesuai dengan Jurusan peneliti yang mendalami
Jurusan Manajemen Dakwah pada Fukultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska
Riau.
3. Judul yang peneliti pilih dari segi dana, waktu dan kemampuan dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan kemampuan peneliti.
C. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penyampaian istilah mengenai
judul dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah yang
terdapat dalam judul. Istilah-istiah yang perlu ditegaskan adalah :
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “ Sistem “ adalah Perangkat unsur
yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. (Tim
Penyususn Kamus Bahasa, 2001 : 336). Jadi sistem adalah merupakan seatu
himpunan “ banda ” nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai bagian atau
komponen yang saling berkaitan, terhubung, berterkantungan, saling mendukung,
yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (Unity) untuk mencapai
tujuan tertentu secara efisien dan efektif.
2. Pengawasan adalah sistem yang digunakan dalam pengawasan pada pelaksanaan
untuk mencegah terjadinya deviasi dalam opesasionalisasi suatu rencana sehingga
berbagai operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik.(Siagian,
2003 : 258). Jadi pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dan bagaimana pula cara untuk mengatasinya
3. Pondok Pesantren adalah suatu Lembaga Pendidikan Islam yang didalamnya
terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta
didik) dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menyelenggarakan
pendidikan terebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai
tempat tinggal para santri.(Masyahud dan Khusnurdilo 2004 : 1).
4. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam  (Pakis) adalah merupakan suatu
bidang yang ada di struktur Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau yang melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Pendidikan
Keagamaan dan Pondok Pesantrene.
5. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Rian adalah intansi pemerintahan
yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan disektor agama yang
merupakan salah satu kantor yang berada dibawah Kementrian RI.
D. Permasalahan
1. Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Kurangnya pengawasan Bidang Pakis pada Pondok Pesantren
b. Kurangnya sarana dan prasarana terhadap pondok pesantren
c. Menimnya tenaga kerja Bidang Pakis
d. Minimnya informasi. Baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota maupun Pondok
Pesantren
2. Batasan masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup diatas, maka untuk memudahkan dalam
melakukan penelitian, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti sehingga
penelitian terfokuskan pada “Sistem pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau”
3. Rumusan masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Bagaimana Sistem Pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau?
b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Sistem pengawasan Bidang Pakis Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi
Riau?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
a. untuk mengetahui Sistem Pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau
b. Untuk mengetahui faktor-faktor  mempengaruhi Sistem Pengawasan Bidang Pakis
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di
Provinsi Riau.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan dalam Penelitian ini adalah :
a. Manfaat teoritis
1) Digunakan sebagai informasi dan pengetahuan penulis mengenai Sistem
Pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
pada Pondok  Pesantren di Provinsi Riau
2) Penelitian ini berguna untuk diri peneliti, masyarakat, serta sebagai sumbangan
karya untuk kemejuan ilmu pengetahuan.
b. Manfaat praktis
1) Penelitian ini berguna untuk sebagai syarat gelar sarjana Komunikasi  Islam
(S.Kom.I) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi
Manajemen Dakwah UIN Suska Rian.
2) Sebagai bahan masukan bagi instansi yang diharapkan bisa menjadi sumbangan
pemikiran tentang Sistem pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau.
3) Bagi peneliti, dapat memberi wawasan serta pengalaman dalam menerapkan
ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional
1. Kerangka Teoritis
a. Sistem Pengawasan
Menurut Syafiie , system adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja
bersama sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau
tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan
terpenuhi atau settidak tidaknya system yang sudah terwujud akan mendapat bagian.
(Melayu Hasibuan,2008:8).
Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam buku (Inu Kencana Syafiie,
2003:1). Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan
pengukuran dan koreksi suatu kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-
tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengn baik.
Pengawasan atau Controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen.
Fungsi manajemen yang di kendalikan oleh perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam
lembaga ataupun organisasi adalah akibat masih lemahnya pengawasan sehingga
terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang
dilaksanakan. Melakukan suatu tugas, hanya mungkin dengan baik bila seseorang
yang melakukan tugas itu mengerti arti dan tujuan dari tugas yang dilaksanakan.
Demikian pula seorang pemimpin yang melakukan tugas pengawasan, haruslah
bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksana tugas pengawasan.
Sistem pengawasan menurut Harahap merupakan keseluruhan sistem, teknik,
cara yang mungkin dapat digunakan oleh seseorang pemimpin untuk menjamin agar
segala aktivitas yang dilakukan dalam kelembagaan benar-benar menerapkan
efisiensi dan mengarah pada upayah untuk mencapai keseluruhan tujuan
kelembagaan. (Inu Kencana Syafiie, 2003:1).
Pengawasan menurut Islam, dalam bukunya Abu Sinn menggambarkan falsafah
dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab
individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan untuk menyampaikan amanah
yang diembahnya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus
dijalankan.







Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Depag RI, 2006: 69).
Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan
detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memerikan
kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan
pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam mesyarakat pada
masa Rasulullah dan Khulafah ‘al-Rasyidin.
Tetapi jelang beberapa waktu Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam
pemerintahannya terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni
sebagai berikut :
a. Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga Negara)
b. Pengawasan masyarakat
c. Pengawasan peradilan manajemen (Abu Sinn, 2006: 180-181)
Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang diharapkan
mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang dilakukan oleh para pegawai.
Menerut Nopri Ahadi langkah-langkah pengawasan terdiri dari menetapkan standar
dan metode pengukurannya, melakukan pengukuran prestasi, membandingkan
prestasi yang dicapai sesuai dengan standarnya, dan melakukan perbaikan-perbaikan
yang diperlukan.
Menetapkan standar adalah sebelum melangkah lebih jauh, standar dengan
metode pengukurannya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan rumusan dan kata-
kata yang jelas dan dapat diukur. (Herujito, 2001: 243).
Seorang pemimpin harus mempunyai beberapa cara untuk memastikan bahwa
semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui proses
kontrol atau pengawasan. cara-cara pengawasan ini adalah pengawasan langsung,
pengawasan tidak langsung, pengawasan berdasarkan kekecualian, pengawasan
melalui laporan lisan, pengawasan melalui laporan tulisan.
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara
langsung oleh seorang pemimpin. Pemimpin memeriksa pekerjaan yang sedang
dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya
sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah
pengawasan jarak jauh, artinya melalui laporan yang diberikan oleh bawahan.
Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-
hasil yang dicapai.
Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan
untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang dihadapi.
Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak
langsung oleh pemimpin.(Harahap, 1996 : 283).
Pengawasan melalui laporan lisan adalah melakukan pengawasan dengan cara
mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
Wawancara yang diberikan ditunjukkan kepada orang-orang atau yang ingin
deketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahannya.
Sedangkan pengawasan melalui laporan tulisan merupakan suatu pertanggung
jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan
intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya.
Sedangkan menurut Keputusan Kementrian Agama RI Nomor 101 Tahun 1994,
tentang Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Depertemen Agama pada Pasal 2
diuraikan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan maksud :
a. Memperoleh informasi apakah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan bidang agama telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang–undangan yang berlaku.
b. Memperoleh umpan berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap
kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan.
c. Melakukan usaha pencegahan terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan.
d. Menilai prestasi penyelenggaraan tugas (Depag RI Inspektoral Jenderal, 1995:6)
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan untuk memberi
masukan dan bahan pertimbangan kepada pemimpin suatu organisasi dengan tujuan
agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar, berdayaguna,
berhasil guna, dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kebijaksanaan Mentri Agama dan rencana yang telah ditetapkan. (Depag RI
Inspektoral Jenderal, 1995:6)
Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan akan berkurangnya
kesalahan dalam penyimpangan yang terjadi. Selain dari pada itu pengawasan
memiliki unsur-unsur penting yaitu unsur pengawasan, monitoring, standar ukuran
sebagai pembandingan dan evaluasi. Selain itu pengawasan juga memiliki tujuan
yang sangat penting adalah:
1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dijalankan sesuai dengan intruksi dan
asas-asas yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan serta kekurangan yang mungkin timbul
dalam melaksanakan pekerjaan
4. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesalahan, kekurangan atau
kegagalan ke arah perbaikan.
b. Pondok pesantren
Pesantren adalah kampung peradapan. Keberadaannya didambakan, tetapi
kadang kala pesonanya tidak mampu membetahkan penghuninya. Ia sering dicibirkan
sebagaian dari kamuflase kehidupa, karena lebih banyak mengurusi soal ukhrowiyah
(keagamaan) ketimbang duniawi. Ia sering dicerca sebagai pusat kehidupan fatalis,
karena memproduksi kehidupan zuhud yang mengabaikan dunia materi. Padahal,
orang pesantren menikmati kesederhanaan. Bagi mereka dunia adalah “alat” untuk
menggapai akhirat.
Tetapi seiring dengan perjalanan waktu pesantren pun berubah. Gejala
pesantren sebagai kampung peradaban mulai terasa beberapa alumninya mampu
menjadi pionir intelektual di tanah air. Mereka telah memberikan godaan cerdas
terhadap publik Indonesia bahwa dunia pesantren dengan segala kesederhanaannya
justru menyimpan potensi besar untuk melakukan transpormasi peradaban Islam yang
lebih kosmopolit. (indra, 2005: xviii)
Karena pada hakikatnya pesantren memiliki akar budaya yang sangat kuat
dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Islam. Karena
secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, terutama
dalam kedudukanya sebagai Lembaga Pendidikan Agama yang berfungsi sebagai
wahana sosialisasi nilai-nilai ajaran Agama Islam, tatapi juga dalam makna keaslian
Indonesia yakni sebagai lembaga sosial yang memiliki subkultural dalam arti
memiliki segala yang unik dan terpisah dari dunia luar yang kemudian seiring dengan
perkembangan waktu menurut Hadimulyo 1985 dalam buku Thaha Tuanaya
pesantren sebagai “ institusi kultural ” untuk menggambarkan sebuah sumber daya
yang memiliki karakteristik sendiri, tetapi juga membuka diri terhadap pengaruh-
pengaruh dari luar.(Thaha Tuanaya, 2007: 65-66)
Menurut Profesor John  pesantren berasal dari kata santri dengan awalam “pe”
dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Istilah santri berasal dari
bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Dwi, 2001 : 331) pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau
tempat murid-murid belajar mengaji, sedangkan secara istilah pesantren adalah
lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama)
dengan materi pelajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk
menguasai ilmu agama secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup
keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Berarti pesantren tidak terlepas dari definisinya, yaitu sebagai tempat
pendidikan santri. Para ahli berbeda-beda dalam menyebutkan unsur-unsur yang ada
di dalam pesantren. Ada yang yang menyebutkan tiga unsur yaitu santri, asrama dan
kyai, tetapi ada pula yang menyebutkan lima unsur, yaitu santri, asrama, kyai, mesjid,
dan kitab-kitab kuning.
Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren-pesantren ada yang berusaha
mengembakan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itulah maka unsur
pesantren kini bisa berkembang menjadi bermacam-macam. Menurut Yacub dalam
buku Khozin mengatakan bahwa ada beberapa pembagian pondok pesantren dan
tipologi yaitu :
a. Pesantren Salafi atau tradisional adalah pesantren yang tetap mempertahankan
bentuk lama dengan adanya komponen kiai, pemondokan tempat santri menginap,
mesjid, santri, pelajaran kitab kuning atau kitab islam klasik tanpa memberikan
pengetahuan umum, dengan metode pembelajaran bondongan dan wetonan,
b. Pesantren Khalafi adalah pesantren yang sudah menerima perubahan, baik bentuk
sistem pembelajaran klasikal (madrasi) memberikan pendidikan umum di dalam
baik bentuk Madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di dalam naungan
Depag) maupun (sekolah umum dibawah Dependiknas) dalam berbagai jenjang
bahkan ada  yang sampai perguruan tinggi yang tidak hanya melipiti fakultas-
fakultas keagamaan melainkan juga fakultas-fakultas umum.
c. Pesantren kilat adalah yang pesantren yang berbentuk semacam trening dalam
waktu relatif singkat dan bisa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Pesantren ini
menitik beratkan pada keterampilan ibdah dan kepemimpinan. Sedangkan santri
terdiri dari siswa sekolah yang dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan
dipesantren kilat.
Sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial pesantren tumbuh dan
berkembang secara bertahap. Tidak hanya diwilayah perdesaan, pinggiran kota, tetapi
juga perkotaan. (Masyahud dan Khusnurdilo, 2004 : 1-4). Sehingga jumlah pesantren
meningkat dari tahun ke-tahun. Berdasarkan dari catatan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau khususnya Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam (Pakis), jumlah pondok pesantren pada tahun 2013 sebanyak 178
dengan santri sebanyak 37,479 di Provinsi Riau.
Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
memberikan tugas kepada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis)
dalam pelaksanaan Pendidikan baik itu Pendidikan Agama maupun Pendidikan
Keagamaan Islam. Yang melaksanakan Kegiatan Program Kerja sesuai dengan
Tupoksi berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 13 Tahun 2012 yakni,
melaksanakan pelayanan umum dan bimbingan di Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam.
Selain itu Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) juga
memiliki SK Uraian Tugas salah satunya dari seksi pondok pesantren yaitu, sebagai
berikut:
1. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan
standar peleyanaan Seksi Pondok Pesantren sesuai PMA No 13 Tahun 2012.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada seksi Pondok Pesantren
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan
kurikulum, supervisi, evaluasi, pendidik, tenagan kependidikan sarana, prasarana,
kelembagaan dan kesanterian pada Pondok Pesantren.
4. Melakukan penelahaan dan mencegah masalah yang terkait dengan tugas seksi
Pondok Pesantren.
5. Menerima, mencatat, mempelajari, dan memproses surat masuk/keluar pada
Seksi Pondok Pesantren.
6. Mengoreksi dan menilai laporan hasil kerja bawahan.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan
8. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan
pengembangan kurikulim, evaluasi, supervisi, pendidik, sarana, prasarana
kelembagaan dan kesanterian pada Pondok Pesantren
9. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
11. Menerima serta menyiapkan data-data tentang Wajar Dikdas pada Pondok
Pesantren Salafiyah
12. Membantu merencanakan pengendalian pelaksanaan Wajar Dikdas pada
Pesantren Salafiyah
13. Mengentri data Santri UN Pondok Pesantren Salafiyah
14. Mengumpulkan data Santri Pondok Pesantren Salafiyah untuk Bantuan BOS
(Biaya Operasional)
15. Menerima serta menyiapkan data-data tentang Program Kesejahteraan Paket A,
B,dan C pada Pondok Pesantren
16. Mengentri data peserta UN Paket, A, B, dan C pada Pondok Pesantren
17. Mengentri dan menyiapkan data-data santri
18. Membantu merencanakan pengendalian pelaksanaan Program Wajar Dikdas pada
Pondok Pesantren Salafiyah dan Frogram Kesetaraan Paket A, B, dan C.
(Dokumentasi Pakis Tahun 2013)
Dari Uraian Tugas diatas dapat di simpulkan bahwa pendidikan pondok
pesantren sangat diperhatikan oleh Pemerintahan terutama dalam pendidikan. Karena
pondok pesantren merupakan wadah untuk anak-anak bangsa untuk menuntut ilmu,
kemudian diamalkan ilmunya pada masyarakat. Ditangan merekalah terletak nasib
perubahan, mereka adalah sumber dari kekuatan kultural yang akan melesat kemasa
depan. Mereka “ bukan api “ yang siap memanggang siapa pun, malainkan “ mata air
“ yang siap menghidupkan dunia. Disinilah tampak peran seorang kiai atau seorang
pemimpin yang mana akan menjadi tulang punggung pesantren yang menghitamkan
atau memutihkan kehidupan di pesantren.(Hasbi, 2005 : xx).
2. Konsep operasional
Berdasrkan latar belakang konsep teoritis di atas, maka selanjutnya penulis
merumuskan konsep opesasional yang merupakan konsep yang digunakan untuk
memberi batasan terhadap konsep tioritis.
Untuk mengetahui Sistem pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau. Dapat
dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
1. Indikator pengawasan adalah:
a. pengawasan secara langsung
b. pengawasan secara tidak langsung
2. Indikator tentang program-pragram yang harus dilaksanakan pondok pesantren
adalah :
a. Memberikan pelayanan dan Pembinaan Pondok Pesantren
b. Pembinaan Penguatan Kelembagaan Pondok Pesantren, Penyelenggaraan
Program Paket A, B dan C
c. Pembinaan Penguatan Kelembagaan Pondok Pesantren, Penyelenggaraan
Program Wajar Dikdas sembilan tahun
d. Pembinaan Pengembangan Santri melalui :
1) Pembinaan Life Skill Santri
2) Pembinaan kajian kitab kuning melalui Musabaqah Qiroatul Kutub (MQK)
3) Pembinaan Magang Santri
4) Pembinaan bakat olahraga dan seni santri melalui pekan olah raga dan seni
pondok pesantren tingkat daerah Pospeda dan Pospenas
5) Pramuka santri








Untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, maka penulis akan menentukan
metode sesuai dengan sasaran penelitian antara lain adalah:
1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang terletak di JL. Jenderal Sudirman
No. 235 Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Oktober 2013
sampai dengan Maret 2014.
2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah pegawai Kasi Pondok Pesantren Bidang
Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau.
b. Objek penelitian
Sedangkan objek penelitian ini adalah Sistem pengawasan Bidang Pendidikan
Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau.
3. Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2011: 117)
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kasi
Pondok Pesantren Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari
Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), Kepala Kasi
Pondok Pesantre dan 3 orang staf.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang memiliki populasi
terasebut (Sugiyono, 2011: 118). Oleh karena jumlah Populasi terbatas, maka penulis
mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel, dengan menggunakan teknik Total
Sampling yaitu keseluruhan dari populasi merangkap sebagai sampel peneliti.(
Burhan, 2005: 101).
4. Teknik Analisa Data
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriftip kualitatif. Yaitu
menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata atau kalimat,
kemudian data tersebut dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif untuk
memperoleh kesimpulan.(Sugiyono, 2011:244).
5. Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data primer
adalah data yang diproleh dari lapangan yaitu dari pegawai Bidang Pakis
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.(Arikunto, 2006: 239).
b. Data sekunder
adalah data yang di proleh dari kepustakaan berupa buku-buku dan dokumen
yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. (Suryabrata,
2010: 39)
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang di pergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai
berikut :
a. Observasi
adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian.
(Hartono, 2011: 61)
b. Wawancara
adalah teknik pengumpulan data atau informasi narasumber atau responden
yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan cara tanya jawab. (Yasril Yazid, 2009:
97)
c. Dokumentasi
Adalah pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang menggunakan
barang-barang tertulis sebagai sumber data, minsalnya buku-buku, majalah,
dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain. (Hartono, 2011: 62)
H. Sistematika Penulisan
Sebagai bentuk gambaran dari penulisan skripsi ini, sistematika penulisan
adalah sebagai berikut :
Bab I : Berisikan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, alasan
pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, batasan masalah,
tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka teoritis, konsep
operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan
Bab II : Tentang gambaran umum tempat lokasi penelitian yaitu Sejarah
berdirinya Kementerian Agama Provinsi Riau, Tugas pokok dan
fungsinya, Struktur organisasi, Visi dan misi, gambaran tentang
Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), Capaian
program.
Bab III : berisikan penyajian data yang berkenaan dengan Sistem pengawasan
Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada
Pondok Pesantren di Provinsi Riau
Bab IV : Berisikan analisa terhadap Sistem pengawasan Bidang Pakis Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren
di Provinsi Riau
Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
